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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5) 
 
“Habis gelap terbitlah terang.” 
-R.A. Kartini- 
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ABSTRACT 
 
 Finance Service Authority is an independen institution which has a duty for 
doing controlling and auditoring in conventional or sharia banking. Depsite it has 
controlled and auditored, it’s still there many defiency in effectiveness controlling 
and auditoring in sharia banking especially about financial performance. 
 This research purposed to know how are models, systems and measurement  
efectivity of controlling and auditoring financial performance in sharia banking 
towards Solo Finance Service Authority. This research includes in qualitative 
research with descriptive qualitative research. Data are obtained from interview, 
observation and documentation.The technique of analysis data uses interaction 
method, in which data reduction and data display do together with collecting data 
technique. 
 The result shows that the office of Solo Finance Service Authority applies 
two models of controlling and auditoring finacial performance toward sharia 
banking, they are direct and indirect. Controlling and auditoring systems that used 
for controlling and auditoring financial performance  of sharia banking are 
APOLO, SIP, and SLIK. Beside, the  measurement of efectiveness controlling and 
auditoring financial performance towards in sharia banking are failure and succes. 
 
Key word : controlling, auditoring, financial performance, efectivity, sharia 
banking controlling and auditoring, controlling and auditoring of Solo Finance 
Service Authority. 
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ABSTRAK 
 
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang 
bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perbankan syariah dan 
konvensional. Meskipun telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan, masih 
banyak kekurangan dalam hal efektivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
perbankan syariah terutama tentang kinerja keuangannya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model, sistem dan pengukuran 
keefektifan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang 
diterapkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh 
dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan metode analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian 
data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data,  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
menggunakan dua model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan 
perbankan syariah yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sistem 
Pengawasan yang digunakan dalam mengawasi dan memeriksa kinerja keuangan 
perbankan syariah ada tiga yaitu APOLO, SIP, dan SLIK. Selain itu, pengukuran 
keefektifan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah 
adalah dengan dua parameter yaitu gagal dan sukses. 
 
Kata kunci: Pengawasan, Pemeriksaan, Kinerja Keuangan, Efektivitas, 
Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan Syariah, Pengawasan dan Pemeriksaan 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.        Latar Belakang 
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hakikatnya 
didasari keinginan untuk menciptakan sistem perekonomian nasional 
yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan, serta dapat 
melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan pelaku di sektor 
jasa keuangan. OJK diberikan tugas untuk melaksanakan pengaturan 
dan tugas pengawasan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. 
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa 
keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, 
adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem 
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu 
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan 
mampu mendukung  kepentingan sektor jasa kuangan nasional 
sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional (Hasanah, 2014: 
1). 
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 
dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola 
(governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan 
pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan 
mengenai jenis-jenis produk keuangan, cakupan dan batas-batas 
kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa  
keuangan, tingkat kesehatan, pengaturan prudensial serta ketentuan 
tentang jasa penunjang sektor jasa keuangn diatur dalam undang-
undang sektoral tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, 
Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan 
perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan 
lainnya (Dasrol, 2013: 2). 
2 
 
2 
 
Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank syariah 
dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang 
mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi 
finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di 
dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman 
terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank 
(Syukron, 2012: 6). 
Sebagai institusi yang berperan penting didalam masyarakat, 
perbankan merupakan alat mediator keuangan yang efektif pula dalam 
hal lalu lintas peredaran uang serta pemberian kredit, maka dari itu 
kinerja bank diharuskan memiliki kriteria baik dalam segi 
aktivitasnya. Kinerja bank dapat diukur melalui laporan keuangan dan 
dapat dilakukan dengan cara lain menggunakan rasio keuangan. 
Analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan 
antara pos rasio satu dengan pos rasio lainnya sehingga kita dapat 
memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Bank yang 
menurun kinerja keuangannya dan tidak segera ditindaklanjuti akan 
dilikuidasi (ditutup) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Iswadi, 
2017: 85). 
Dibalik perkembangan perbankan syariah yang dinilai cukup 
baik, ternyata masih memiliki banyak permasalahan termasuk Sumber 
Daya Mnusia (SDM) bank syariah, pengetahuan tentang bank syariah 
dan kinerja keuangannya. Disisi kinerja keuangan bank syariah dapat 
diukur menggunakan beberapa rasio keuangan contohnya Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing 
to Deposit Ratio (FDR), dan lain sebagainya (Purnamasari dan 
Ariyanto, 2016: 84). 
Permasalahan dalam perbankan syariah mengenai kinerja 
keuangannya dengan parameter rasio keuangan berua CAR, NPF, 
FDR ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Saat bank 
mengalami kenaikan kinerja keuangan maka bank tergolong sehat dan 
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dapat berakibat positif pada penilaian masyarakat sehingga 
masyarakat tidak segan menyimpan dana pada bank syariah yang 
sedang mengalami kenaikan kinerja keuangan. 
Berdasarkan paparan di atas, pengawasan dan pemeriksaan 
kinerja keuangan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan 
sangatlah penting untuk kemajuan pertumbuhan Ekonomi Islam di 
bidang perbankan.  
“The Islamic financial system is rooted in the rules and 
norms of  Islam and prohibition of interest the primary 
sources of Shariah , i.e the Holy Qur’an and Sunnah, 
strongly condemn Riba in Islam.”  
 
Yaitu bahwa Sistem Keuangan Islam berasal dari peraturan dan 
norma-norma Islam dan larangan dari aturan Syariah berpedoman Al-
Qur’. an dan Sunnah serta pelarangan atas riba yang ditekankan. 
(Benhayoun, El Gonnouni, dan Lyhyaoui, 2014: 20).  
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo yang mempunyai 
wewenang mengawasi delapan BPRS sewilayah Solo Raya mendapati 
ada beberapa kendala dari BPRS secara keseluruhan yaitu NPF yang 
tinggi hingga menyebabkan CAR yang rendah berdasarkan kasus 
yang ditemukan peeliti saat magang. 
  Pengawasan dan pemeriksaan yang rutin dari Kantor OJK akan 
membuat industri jasa keuangan di bidang perbankaan syariah di Solo 
Raya terutama dapat tertata rapi dan berjalan sesuai tujuannya, serta 
agar stabilitas sistem ekonomi dan keuangan nasional tetap terjaga 
terutama dalam hal kinerja keuangannya. Pengawasan dan 
pemeriksaan yang efektif akan bisa membuat perbankan syariah bisa 
mencapai tujuan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) dan tidak 
mengalami kendala seperti NPF tinggi dan CAR rendah. 
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Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan mengangkat tema “Analisis Efektivitas Pengawasan 
dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas 
Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo)”. 
1.2.         Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti 
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 
1. Kinerja keuangan perbankan syariah yang cenderung menurun, 
terutama dari segi Financing to Deposit Ratio (FDR) yang 
merupakan tolok ukur keberhasilan penyaluran pembiayaan, 
dan rasio kecukupan modal yang dimiliki (CAR) yang 
merupakan acuan dalam menilai tinggi rendahnya aset bank 
syariah adalah hambatan bagi perbankan syariah dalam 
merealisasikan tujuannya (Widyaningrum dan Septiarini, 2015: 
972). 
2. Non Performing Financing (NPF) yang ada di bank syariah 
dibawah pengawasan OJK wilayah Surakarta cenderung tinggi. 
Tingginya NPF dapat memberikan kontribusi besar pada 
buruknya kinerja keuangan perbankan syariah. NPF merupakan 
salah satu indikator penentu sehat atau tidaknya bank dan dapat 
menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah (Nofiyanti, 
Badina dan Erlangga, 2015: 71). 
 
1.3.        Batasan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitisn ditetapkan agar 
penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada 
beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang 
dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 
Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:  
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1. Penelitian hanya mengenai efektivitas pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah oleh OJK 
dengan parameter Financing to Deposit Ratio (FDR), Tingkat 
Kesehatannya dilihat dari Non Performing Financing (NPF), 
dan rasio kecukupan modal (CAR). 
2. Penelitian ini dilakukan pada beberapa sampel BPRS yang ada 
dibawah pengawasan dan pemeriksaan rutin oleh OJK di 
Surakarta khususnya. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh OJK agar 
pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan 
syariah dapat berjalan secara efektif?  
2. Bagaimanakah  dampak yang didapatkan oleh perbankan 
syariah khususnya BPRS setelah adanya pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan langsung oleh OJK? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1) Untuk membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif 
signifikan atas kinerja keuangan perbankan syariah setelah 
adanya OJK di Indonesia. 
2) Untuk mengetahui bahwa pengawasan dan pemeriksaan rutin 
oleh OJK dapat memberi kemajuan kinerja keuangan perbankan 
syariah terutama dalam pencapaian tujuannya. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Secara Teoretis 
1) Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat membuka wawasan 
ilmu pengetahuan secara luas dalam bidang pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan di perbankan syariah. 
2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
referensi untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan 
datang. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan kineja 
keuangan perbankan syariah. 
2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah informasi dan 
wawasan yang baru terhadap lembaga keuangan syariah yaitu 
perbankan syariah. 
3) Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ide baru untuk kemajuan instansi terkait. 
 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang relevan dimaksudkan untuk mengetahui 
hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang memiliki tema 
hampir sama dan dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi 
peneliti. Berikut pemaparan hasil dari beberapa penelitian yang 
memiliki kemiripan tema: 
Penelitian menurut Iswadi (2017) dengan variabel atau objek 
yang diteliti adalah pengukuran kinerja keuangan BPRS yang 
dianalisa dengan menggunakan analisis CAMEL (Capital, Assets, 
Management, Earning, and Liquidity). Parameter penelitian ini 
adalah rasio keuangan kecuali aspek manajemen. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori-teori yang 
ada. Populasi dan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 
BPRS dibawah pengawasan OJK di daerah Sumatera bagian 
7 
 
7 
 
Tengah. Hasil penelitiannya adalah BPRS di Sumatera Bagian 
Tengah kebanyakan sudah tergolong sehat namun ada beberapa 
yang masih dikategorikan tidak sehat dan teranca mengalami 
kebangkrutan seperti BPRS Carana Kiat Andalas. Dari segi 
permodalan, efisiensi, likuiditas dan profitabilitas, serta prediksi 
kebangkrutan BPRS yang dianalisa, dapat disimpulkan juga bahwa 
masih harus membenahi kinerja keuangannya karena terdapat 
fluktuasi kondisi dari kelima parameter tersebut. 
Penelitian menurut Dasrol (2013) dengan variabel atau objek 
yang diteliti adalah fungsi strategis pengawasan perbankan nasional 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 
belum terlaksana secara optimal karena Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dalam pelaksanaan 
tugas dan kewajibannya dan perlu koordinasi dan kerjasama dengan 
Bank Indonesia. Kegiatan ini dilakukan agar Otoritas Jasa Keuangan 
berperan mengawasi kegiatan perbankan nasional secara strategis 
serta efektif. Kegiatan pengawasan perbankan nasional yang 
strategis dan efektif akan membangun kepercayaan masyarakat 
bahwa OJK mampu menjalankan perannya secara baik. 
Penelitian menurut Hasanah (2014) dengan variabel atau 
objek yang diteliti adalah perihal efektivitas pegawasan OJK 
berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil akhir 
dari penelitian ini adalah tujuan berdirinya OJK yang belum optimal 
sebagai lembaga negara pengawas industri jasa keuangan 
berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011. Tujuan tersebut 
harus segera direalisasikan agar mampu mewujudkan sistem 
keuangan negara yang stabil dan mampu menghadapi persaingan 
global. Relasi yang kuat dengan lembaga lain dalam menjalankan 
pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan juga akan 
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mempengaruhi keberhasilan OJK dalam mengemban amanah 
sebagai lembaga yang independen. 
Penelitian menurut Purnamasari dan Ariyanto (2016) dengan 
variabel atau obyek yang diteliti adalah tentang analisis kinerja 
keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan bank 
syariah tahun 2010-2014 dan sampel dalam penelitian ini adalah 
data 155 bank konvensional dan 55 bank syariah. Hasil dari 
penelitian ini adalah masih lebih tinggi kinerja keuangan 
konvensional dilihat dari laporan keuangan dan perhitungan 
rasionya. Terlihat jelas dan signifikan dari segi ROA (Return On 
Asset) kedua bank tersebut yaitu 1,78% bank konvensional dan 
1,34% bank syariah. 
Penelitian menurut Veno dan Syamsudin (2016) dengan 
variabel atau obyek yang diteliti adalah kinerja keuangan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan analisis trend 
tahun 2015-2017 dan dilihat dari rasio profitabilitas serta return on 
equity (ROE). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dan bentuk analisis data nya adalah metode Least Square. Populasi 
dan sampel dalam penelitian ini adalah ROE BPRS yang diambil 
dari statistik Bank Indonesia Perbankan syariah periode waktu 2008-
2014 yang mengalami kenaikan. Hal ini dapat mempengaruhi 
analisis trend perbankan syariah tahun 2015-2017. Dari penelitian 
ini, hasil akhirnya adalah sudah terlihat meningkat secara signifikan 
trend perbankan syariahnya dilihat dari rasio keuangan ROE  BPRS 
pada tahun 2008-2014. Hal ini juga membuat kepercayaan 
masyarakat kepada perbankan syariah meningkat. 
Penelitian menurut Muchda dkk (2014) dengan variabel atau 
obyek yang diteliti adalah pengalihan tugas pengaturan dan 
pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa 
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Keuangan berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011. Hasil 
akhir dari penelititan ini adalah pengawasan bank yang dilakukan 
bank sentral Bank Indonesia kurang efektif dan gagal. Bukti kurang 
efektif dan kegagalan tugas Bank Indonesia adalah banyak bank 
yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. 
Hal ini mengakibatkan terjadinya pengalihan tugas pengaturan dan 
pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam 
menjalankan tugasnya, OJK tidak bisa lepas dari Bank Indonesia 
dan harus da koordinasi dan kerjasama yang kuat dalam hal tukar-
menukar informasi perbankan dan hal lainnya agar fungsi dan peran 
OJK dapat terlaksana secara efektif.  
Penelitian menurut Solikah dkk (2017) degan variabel atau 
obyek yang diteliti adalah analaisis perbandingan kinerja keuangan 
bank konvensional dengan bank syariah. Metode penelitian yang 
diguanakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil 
dari penelitian ini adalah kinerja keuangan bank syariah belum 
optimal dibandingkan dengan kinerja keuangan bank konvensional. 
Pada kenyataannya, walaupun perbankan syariah terus mengalami 
kenaikan kinerja keuangan namun masih tetap belum bisa mengejar 
ketertinggalannya dengan bank konvensional. Belum optimal 
kinerja keuangan bank syariah dibanding bank konevsional dilihat 
dari CAR (Capital Adequacy Ratio) , NPL (Non Performing Loan) 
atau NPF (Non Performing Financing), LDR (Loan to Deposit 
Ratio) atau FDR (Financing to Deposit Ratio), ROA (Return On 
Asset), BOPO (Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional). 
Meskipun ada beberapa rasio yang perbankan syariah lebih unggul 
dari perbankan konvensional, namun harus ditingkatkan lagi secara 
keseluruhannya dalam hal kineja keuangan. 
Penelitian menurut Waluyo (2016) dengan variabel yang 
diteliti adalah kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan 
Syarian Nasional (DSN). Metode yang digunakan dalam penelitian 
10 
 
10 
 
ini adalah metode kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah, 
penegakan kepatuhan syariah oleh bank syariah belum bejalan 
maksimal. Alasan utama belum maksimalnya kepatuhan syariah 
oleh bank syariah adalah dikarenakan sumber daya manusia di bank 
syariah terbatas. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja perbankan 
syariah terutama di bidang kinerja keuangan maupun yang bidang 
lainnya. Dalam perspektif perbankan syariah, kepatuhan Syariah 
adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan dalam penciptaan 
produk ataupun layanan kreatif tetap patuh pada aturan DSN. 
Penelititan menurut Baehaqi (2014) dengan variabel atau 
obyek yang diteliti adalah Usulan Model Sistem Pengawasan 
Syariah pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Metode dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitataif. Hasil akhir dari penelitian 
ini adalah,  fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) tehadap perbankan syariah belum berjalan secara optimal dan 
masih banyak ditemukan ketidakseragaman praktek pengawasan 
pada perbankan syariah. Fungsi pengawasan syariah yang dilakukan 
DPS yaitu menjamin pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan 
usaha bank syariah. Banyak anggota DPS yang dinilai kuang aktif 
dalam melakukan pengawasan bank syariah karena masih banyak 
ditemukan jabatan anggota DPS yang merangkap menjadi anggota 
DSN sehingga kekurangan waktu.  
Penelitian menurut Chandra dkk (2016) dengan variabel atau 
obyek yang diteliti adalah tentang analisis kinerja keuangan PT 
Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk menggunakan 
metode CAMEL. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Populasi dan sampel pada peneitian ini adalah rasio keuangan PT 
Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk periode 2010-
2014. Hasil akhir dari penelitian ini adalah, kesehatan Bank Syariah 
Mandiri dan PT Mandiri Tbk berada dalam kategori sehat. 
Walaupun dalam kategori sehat, kedua bank ini akan terus 
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meningkatkan kinerja keuangannya semakin baik dari tahun 2010-
2014. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kesehatan bank adalah CAMEL (Capital, Assets, Management, 
Earning, and Liquidity).  
Penelitian menurut Ibrahim dkk (2017) dengan variabel atau 
obyek yang diteliti adalah analisis perbandingan peraturan dan 
pengawasan bank syariah di Malaysia dan Gambia. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berdasarkan kara literatur tentang pengaturan dan 
pengawsan perbankan Islam yang diambil dari situs resmi ban 
sentral Malaysia dan bank sentral Gambia. Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah, pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia 
lebih baik dibandingkan di negara Gambia. Bukti dari rendahnya 
pertumbuhan bank Islam di Gambia dibanding Malaysia adalah 
jumlah penduduk Malaysia yang lebih banyak dibandingkan 
Gambia yang mayoritas penduduk Mlaysia tertarik menggunakan 
bank Islam dan pengawasan perbankan Islam di Malaysia juga lebih 
baik dibandingkan dengan Gambia. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 
peneliti mengangkat masalah penelitian analisis efektifitas 
pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah 
oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan parameter yang digunakan 
adalah rasio keuangan CAR, NPF, dan FDR pada BPRS dibawah 
pengawasan dan pemeriksaan OJK wilayah Surakarta. 
 
1.8.        Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.9.        Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi agar penulisan skripsi 
ini terstruktur adalah dengan susunan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, ruumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil 
penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang gambaran teori-teori 
tentang tema yang diambil dan penjelasan teori-teori 
yang ada secara khusus maupun umum. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang waktu dan wilayah 
penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data,  
teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, dan 
pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, dan 
saran-saran. 
Daftar Pustaka 
Lampiran-Lampiran 
 
 
13 
 
13 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1. Otoritas Jasa Keuangan 
     1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 
  Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 yang 
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 
dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar 
modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana 
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
lainnya (sumber www.ojk.go.id, diakses pada 28 Februai 2018 
pukul 13.35 WIB). 
  Tujuan dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tertera 
pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang 
isinya OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor 
jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, 
akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu 
melindungi konsumen maupun masyarakat. 
  Pengaturan oleh OJK mengenai lembaga jasa keuangan ban, 
meliputi: 
a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank, 
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, 
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank; 
b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;  
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c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 
meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, 
rasio keukupan modal minimum, batas maksimum 
pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan 
pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan 
kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; 
pengajuan kredit (credit testing); dan standar akuntansi 
bank; 
d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 
bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip 
mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan 
pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta 
pemeriksaan bank. 
     2. Regulasi OJK tentang Bank Syariah 
   POJK Nomor 64/POJK.03/2016, Deksipsi: POJK 
tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional 
menjadi Bank Syariah. Penjelasannya adalah : 
 Peraturan OJK ini melandasi lahirnya bank syariah baru guna 
memajukan ekonomi islam di lingkup nasional yaitu peralihan 
dari bank konvensional dilihat dari sisi kegiatan usahanya, 
dengan ketentuan syarat yaitu memenuhi persyarataan 
permodalan, menyesuaikan anggaran dasar, menyesuaikan 
persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewa 
Pengawas Syariah (DPS), dan menyajikan lapo\ran keuangan 
awal sebagai bank syariah. Hasil perubahan kegiatan usaha 
menjadi bank syariah berdasarkan prinsip syariah akan diberi 
jangka waktu oleh OJK selama 60 hari, apabila dengan kurun 
waktu tersebut belum terlihat perubahannya maka akan 
ditinjau kembali oleh OJK. Bentuk perbankan syariah yang 
diawasi oleh OJK adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit 
Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
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(BPRS), namun yang bisa mengalami konversi dari kegiatan 
konvensional ke syariah hanya yang hasilnya Bank Umum 
Syariah (BUS) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 
(sumber www.ojk.go.id, diakses pada 28 Februari 2018 pukul 
13.35 WIB). 
  
2.1.2. Efektivitas 
 Efektivitas menurut OJK, yaitu merupakan parameter 
pengukuran upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang 
stabil. Kegiatan keuangan haruslah terselenggara secara adil, 
teratur dan transparan seperti tujuan dibentuknya OJK. Sesuatu 
yang dikatakan efektif apabila OJK mampu menggerakkan 
kegiatan perekonomian nasional. Koordinasi sesama lembaga 
pengawasan sistem keuangan nasional sangat diperlukan agar 
keefektifan itu sendiri dapat tercapai. Hasil dari sebuah 
keefektifan adalah dapat teratasinya segala krisis keuangan dan 
tujuan dapat tercapai (Hasanah, 2014: 89) 
 Efektivitas adalah aktivitas yang berhubungan dengan 
pencapaian sasaran akhir dari sebuah kebijakan yang ada. 
Kebijakan yang ada meliputi kebijakan identifikasi, monitoring, 
kontrol, dan lainnya. Mampu meminimalisir sebuah resiko yang 
ada juga nantinya, yaitu meliputi resiko kerugian, reputasi, dan 
lainnya. Pencapaian tujuan tersebut dapat didukung dengan 
pencapaian keuntungan untuk menambah modal bank syariah 
yang diawasi. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila pihak 
pengawas perbankan syariah sudah melakukan evaluasi akhir dan 
mendapatkan hasil (Dasrol, 2013: 4). 
Efektivitas merupakan sebuah hubungan parameternya 
adalah antara hasil dan usaha dalam mencapai tujuan. Sesuatu 
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yang dikatakan efektif adalah apabila OJK dapat mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lembaga jasa keuangan 
yang dalam segi finansialnya sehat merupakan keluaran dari 
sebuah efektif tersebut. Parameter lainnya dalam mengukur 
tingkat efektivitas adalah bank syariah yang diawasi diharuskan 
bebas dari ancaman. Mampu membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap bak syariah merupakan tujuan akhir dari 
pengukuran efektifitas menurut OJK. Konsep dari efektivitas 
adalah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan dan 
memberi hasil serta manfaat (Muchda, Bahtiar dan Dasrol, 2014: 
79). 
Efektivitas menurut OJK adalah kegiatan memperoleh suatu 
tujuan yang sudah ditetapkan pada kegiatan operasional lembaga 
jasa keuangan. Target atau tujuan yang dicapai adalah ketika 
lembaga jasa keuangan yang diawasi digolongkan ke dalam 
kategori yang sehat. Kategori sehat yang dimaksud adalah pada 
saat bank syariah mampu menjaga kepercayaan masyarakat 
diukur dari kinerja nya, mampu menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga intermediasi, dan dapat menjaga kelancaran lalu litas 
pembayaran. Prinsip dari efektivitas adalah sebuah keberhasilan 
dari segala sisi. Keberhasilan segala sisi menurut OJK adalah 
untuk menyehatkan bank syariah, dan memaksimalkan tujuan 
utama didirikan perbankan syariah. Kinerja perbankan dapat 
digolongkan efektif oleh OJK apabila sumber daya manusia dan 
pengetahuan tentang perbankan syariah juga sudah optimal. Hal 
yang perlu dihindari dalam hal keefektifan adalah beberapa 
benturan kepentingan oleh sesama lembaga pengawasn dan 
pengatur lembaga jasa keuangan (Zifi, 2016: 31). 
Efektivitas merupakan sebuah tingkat pencapaian hasil 
dengan target yang ditetapkan dalam sebuah program. Sebuah 
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program lembaga jasa keuangan dapat berjalan secara efektif 
apabila ada pengaruh yang timbul setelah diawasi dan diperiksa 
oleh OJK. Pengaruh yang timbul itu adalah kepatuhan terhadap 
ketentuan OJK dan peningkatan kinerja lembaga jasa keuangan. 
Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila dapat menilai beberapa 
resiko yang mungkin timbul dalam kegitan seputar lebaga jasa 
keuangan. Prinsip kegiatan lembaga jasa keuangan termasuk 
perbankan yang sudah ada harus dipenuhi dan hal ini juga 
termasuk ke dalam parameter efetivitas menurut OJK. Strategi-
strategi efektivitas menurut OJK adalah dalam pencapaian sebuah 
target diharuskan melakukan evaluasi dan arahan terhadap bank 
syariah yang diawasi dan diperiksa (wawancara dengan staf OJK 
Solo bagian perizinan, informasi, dan dokumetasi Sdr. Fachriadi 
Fadhillah pada tanggal 12 Januari 2018). 
Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan 
bahwa Efektivitas menurut OJK adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan organisasi berupa parameter berhasil atau 
tidaknya dan efisien atau tidaknya. 
2.1.3. Pengawasan 
 Pengawasan adalah segala usaha maupun kegiatan untuk 
mengetahui sesuatu yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan 
kenyataannya atau tidak. Sesuatu tersbut perlu diawasi apabila 
kegiatan yang dilakukan belum sesuai tujuan yang ada. 
Pengawasan juga perlu dilakukan agar kegiatan dapat berjalan 
sesuai rencana. Kegiatan yang berjalan sesuai rencana menurut 
OJK adalah mampu mewujudkan ekonomi yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan mampu menggerakkan kemajuan dunia 
perekonomian nasional (Hasanah, 2014: 87). 
 Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
meyakinkan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan arahnya 
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agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Aspek 
pengawasan yang dilakukan oleh OJK berupa kestabilan ekonomi 
makro, aspek pengembangan perekonomian yang mendukung 
kegiatan ekonomi. Bentuk pengawasan dibagi menjadi dua 
bentuk menurut Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi 
wewenang Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengawasan langsung 
dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung 
adalah bentuk pemeriksaan disertai pengawasan tindakan-
tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung 
adalah berbagai bentuk penelitian, analisis, dan evaluasi laporan 
bank (Dasrol, 2013: 3). 
 Pengawasan perbankan oleh OJK adalah kegiatan dalam 
rangka mewujudkan tujuan bank yang sehat. Prinsip pengawasan 
yang digunakan adalah menggunakan asas kehati-hatian, mampu 
meredam berbagai resiko yang muncul. Tujuan dari pengawasan 
yang utama adalah mampu mewujudkan keamanan dan 
kestabilan sistem perbankan. Sistem pengawasan menurut OJK 
adalah sesama lembaga pengawas seperti BI dan OJK dapat 
bertukar seluruh informasi dengan mudah. Pengawasan ini 
dilakukan agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat 
(Muchda, Bahtiar dan Dasrol, 2014: 78). 
 Pengawasan merupakan konsep kegiatan membuktikan 
sebuah teori maupun praktek yang bertujuan untuk 
mengusahakan terwujudnya sebuah usaha atau kegiatan 
operasional yang sedang dijalani. Pengawasan dilakukan agar 
perbankan syariah mendapatkan arahan. Arahan tersebut 
bertujuan agar perbnkan syariah dapat bekerja secara optimal. 
Pengawasan oleh OJK untuk perbankan syariah dibantu oleh 
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan perbankan syariah 
oleh OJK dapat dilaksanakan apabila pertumbuhan perbankan 
syariah masih cenderung stagnan. Stagnan adalah kondisi yang 
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terhenti tanpa memperlihatkan adanya sebuah kemajuan.  
Keadaan yang perbankan syariah yang cenderung stagnan ini 
adalah tujuan utama diadakannya pengawasan oleh OJK terhdap 
perbankan syariah itu sendiri (wawancara dengan staf OJK Solo 
bagian perizinan, informasi, dan dokumetasi Sdr. Fachriadi 
Fadhillah pada tanggal 12 Januari 2018). 
 Pengawasan merupakan teknik yang digunakan agar  kinerja 
perbankan syariah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan 
dilakukan untuk pencegahan masalah dalam keuangan maupun 
kinerja dari perbankan yaitu kepatuhan bank. Pengawasan 
biasanya dilakukan untuk meneiti aspek kesyariahan bank syariah 
dan mitigasi resiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasinal 
perbankan. Dalam kedua aspek tersebut apabila sudah tercapai, 
maka target sudah didapatkan dan OJK berhasil membuat 
perbankan syariah mencapai tujuannya. Pengawasan juga 
dilakukan untuk mengetahui parameter kesehatan perbankan 
syariah. Tujuan dari pengawasan adalah agar perbankan syariah 
bisa opttima dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengganggu 
perekonomian nasional (Zifi, 2015: 23). 
 Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan 
bahwa Pengawasan oleh OJK adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk meneliti kegiatan operasional perbankan apakah 
sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dan diiringi dengan 
kegiatan pemeriksaan agar dapat tercapai tujuan dan targetnya  
  
2.1.4. Pemeriksaan 
 Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data yang ada berdasarkan standarnya. 
Pemeriksaan juga merupakan salah satu fungsi, tugas, dan 
wewenang OJK. Pemeriksaan dilakukan ketika sebuah bank 
sedang dalam kondisi khusus. Pemeriksaan dilakukan untuk 
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mengevaluasi kegiatan bank apakah sudah sesuai atau belum. 
Dalam bank syariah biasanya pemeriksaan dilakukan untuk 
mengukur nilai kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan lainnya. 
Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan koordinasi sesama 
lembaga pngawas perbankan nasional seperti BI, OJK dan LPS 
(Muchda, Bachtiar dan Dasrol, 2014: 77). 
 Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan mengumpulkan 
dan mengevaluasi bukti yang ada mengenai informasi untuk 
dapat dilaporkan tingkat kesesuaiannya. Pemeriksaan yang 
disertai pengawasan merupakan sebuah pengawasan langsung 
oleh lembaga pengawas seperti BI dan OJK untuk perbankan 
nasional. Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas 
seperti BI dan OJK adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktek, 
dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini hanya dapat 
dilakukan ketika pemeriksaan bank bersifat langsung oleh BI dan 
OJK. Pemeriksaan merupakan kegiatyan berkesinambungan 
mengenai praktek yang ada dalam perbankan apakah sudah sesuai 
atau belum (Dasrol, 2014: 5). 
 Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan evaluasi agar 
dapat mempermudah pencapaian tujuan kegiatan. Pemeriksaan 
merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan 
oleh OJK. Perbankan perlu untuk dievaluasi dengan alasan agar 
segala kegiatan operasional dapat berjalan sesuai rencana. OJK 
juga mengemban tugas pemeriksaan bank agar dapat menangani 
terjadinya bank bermasalah atau bank gagal. Bank yang 
bermasalah meliputi kegiatan operasional yang belum optimal 
dan kinerja keuangan yang belum optimal (Windiantina, 2016: 5). 
 Pemeriksaan adalah kegiatan untuk memastikan atau 
evaluasi apakah bukti yang ada atau informasi yang ada sudah 
sesuai atau belum. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan. Skala pemeriksaan kepada bisnis 
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perbankan yang belum terlalu besar, oleh OJK akan dilakukan 
dengan cara surprise audit. Pemeriksaan langsung dilakukan 
dengan memberi arahan kepada perbankan yang diawasi dan 
diperiksa. Data-data setelah didapat akan segera diperiksa dan 
disimpulkan hasilnya untuk segera ditinjaklanjuti apabila perlu 
penanganan khusus (wawancara dengan staf OJK Solo bagian 
perizinan, informasi, dan dokumetasi Sdr. Fachriadi Fadhillah 
pada tanggal 12 Januari 2018). 
 Pemeriksaan adalah evaluasi bukti untuk melaporkan tingkat 
kesesuaian informasi data dan kriteria yang telah ditetapkan 
untuk tujuan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan 
operasional perbankan. Pemeriksaan dilakukan juga untuk 
penanganan dalam menyehatkan kondisi bank. Pemeriksaan 
diikuti dengan kegiatan pengamatan apakah kegiatan yang 
dilakukan sudah sesuai atau belum. Keuangan yang stabil dalam 
dunia perbankan dan lembaga jasa keuangan linnya adalah tujuan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK. Lembaga ini bersifat 
independen dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan 
mengawasi lembaga jasa keuangan yang ada (Chandra, 2015: 31).  
 Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas, dapat 
disimpulkan bahwa Pemeriksaan oleh OJK adalah kegiatan untuk 
mengevaluasi serangkaian operasional perbankan baik syariah 
maupun konvensional agar dapat mencapai tujuan yang sudah 
ditentukan. Pemeriksaan juga merupakan bagian dari teknik 
pengawsan OJK untuk perbankan nasional. 
2.1.5. Kinerja Keuangan 
 Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan 
bank pada saat periode tertentu. Gambaran kondisi keuangan 
bank tersebut dapat dilihat dari aspek penyaluran dan 
penghimpunan dananya. Kinerja keuangan bank yang baik adalah 
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dapat menciptakan bank yang sehat dan stabil dalam keuangan. 
Kinerja keuangan juga dapat diukur dari sisi profitabilitasnya 
juga. Dimana kinerja keuangan yang baik adalah pada saat bank 
syariah mampu meningkatkan sisi profitabilitasnya. Data 
keuangan yang diambil untuk mengukur kinerj keuangan bank 
syariah bersumber pada statistik perbankan syariah yang ada di 
Bank Indnesia dan Otoritas Jasa Keuangan. (Khalifaturofi’ah dan 
Nasution, 2016: 48). 
 Kinerja keuangan bank yang baik menurut Bank Indonesia 
yang sekarang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan adalah 
dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank yang baik pula. Dengan 
memiliki kinerja keuangan yang baik, maka masyarakat pemodal 
akan menanamkan dananya pada bank tersebut. Pengukuran-
pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergatung pada 
bagaimana sasaran yang akan dicapai. Kinerja keuangan 
perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio 
keuangan. Bank wajib melakukan penialaian tingkat kesehatan 
sesuai aturan Bank Indonesia (Ottay dan Alexander, 2015: 926). 
 Kinerja keuangan adalah gambaran umum tentang setiap 
hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan dalam periode 
tertentu. Gambaran umum tersebut dapat dilihat melalui aktivitas-
aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja 
keuangan dapat berpengaruh signifikan atas kesehatan bank. 
Parameter pengukuran kesehatan bank juga bisa dilakukan 
dengan metode Risk Based Bank Rating menurut Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Solo No. 8/POJK.03/2014, (OJK, 2013). 
Parameter ini meliputi faktor profil resiko, Good Corporate 
Governance, rentabilitas, dan permodalan (Kiswanto dan 
Purwanti, 2016: 16). 
 Kinerja Keuangan merupakan parameter utama dalam 
penilaian pertumbuhan statistik perbankan nasional baik 
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konvensional maupun syariah. Statistik perbankan dirilis oleh 
OJK dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bagaimana 
perkembangan perbankan di Indonesia. Dari segi pertumbuhan 
perbankan yang dilihat dari kinerja keuangan tolok ukurnya 
adalah dari sisi profitabilitas. Dari hasil statistik pertumbuhan 
perbankan terutma perbankan syariah, OJK menilai profitabilitas 
dan efisiensinya membaik apabila kinerja keungannya juga 
tumbuh positif signifikan. Data untuk mengukur kinerja 
keuangan berdasarkan laporan keuangan bank syariah yang sudah 
dipublikasikan secara resmi oleh OJK (Kristiyana dan Sapariyah, 
2016: 32). 
 Cara menilai baik atau buruknya perbankan adalah dengan 
melihat kinerja keuangannya. Prediksi kinerja keuangan dapat 
dilakukan dengan melihat bagaimana posisi keuangan, informasi 
keuangan, dan kinerja perusahaan pada satu periode tertentu 
sebelumnya. Dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana 
dalam kaitannya dengan kinerja keuangan juga terdapat beberapa 
risiko. Risiko yang wajib dinilai menurut peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko ada delapan jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 
operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 
kepatuhan, risiko reputasi. Risiko kredit dan likuiditas dapat 
mempengaruhi kondisi kinerja keuangan perbankan yang ada 
(Kansil, Murni dan Tulung, 2017: 3509). 
 Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan 
bahwa Kinerja Keuangan Bank mnurut OJK adalah sebuah alat 
analisis pengukuran keberhasilan kegiatan perusahaan dalam hal 
ini lembaga jasa keuangan bank maupun non bank dibidang 
keuangannya dengan parameter aturan-aturan yang sudah ada.  
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2.1.6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang 
memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 
mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain). Aktiva bank yang mengandung resiko ini 
ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh 
dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana dari 
masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR digunakan untuk 
menilai kinerja keuangan perbankan dari sisi permodalannya. 
Analisis CAR juga merupakan analisis yang digunakan untuk 
mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank. CAR 
adalah rasio yang perhitungannya dengan cara membandingkan 
modal terhadap aktiva (Iswadi, 2017: 85). 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah modal dasar yang 
harus dimiliki oleh bank. CAR merupakan syarat utama 
berdirinya sebuah bank, karena bank bisa berdiri apabila modal 
yang dimiliki cukup. CAR merupakan variabel independen yang 
mempengaruhi Return On Asset (ROA).  CAR digunakan sebagai 
sebuah parameter untuk menunjang aktiva yang menghasilkan 
resiko. Semakin tinggi CAR, semakin tinggi kemampuan bank 
dalam menanggung resiko dari aktiva produktif  yang ada (Defri, 
2012: 5). 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kemampuan bank 
dalam mencukupi modalnya. CAR menunjukkan kemampuan 
bank dalam mempertahankan modalnya. CAR juga digunakan 
untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul. Resiko yang 
timbul tersebut biasanya berpengaruh pada besarnya modal bank 
yang dimiliki. Perhitungan CAR didasarkan atas prinsip bahwa 
penanaman yang mengandung resiko harus disediakan sejumlah 
modal tertentu (Aini, 2013: 17).  
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 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang 
berhubungan dengan permodalan bank. Pengukuran besar 
kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada sejauh 
mana tingkat efisien kemampuan bank dalam menjalankan 
kegiatannya tersebut.  CAR merupakan indikator terhadap 
kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya. 
Penuruan aktiva ini terjadi sebagai akibat dari kerugian dari 
aktiva yang beresiko. Kegiatan operasional perbankan dapat 
dilihat efisiensinya dengan cara pengukuran CAR dan rasio 
keuangan lainnya (Dendawijaya, 2003: 123 dalam 
Widyaningrum dan Septiarini, 2015: 974). 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio untuk mengukur 
kinerja bank. Pengukuran kinerja bank ini dilakukan dengan cara 
melihat tingkat kecukupan modal yang dimiliki. Kecukupan 
modal yang dimiliki dapat menunjang aktiva yang menghasilkan 
atau mengandung resiko. Modal merupakan salah satu faktor 
penting untuk dapat mengembangan usaha bisnis. Semakin tinggi 
CAR yang dimilki, maka semakin tinggi kemampuan bank dalam 
menanggung aktiva yang beresiko atau pinjaman (Wibisono dan 
Wahyuni, 2017: 42). 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal 
yang dimilki bank untuk menunjang aktiva yang beresiko atau 
yang biasa disebut sebagai pinjaman. 
Rumus CAR: 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 (𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖 + 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝)
𝐴𝑇𝑀𝑅 (𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜)
 𝑥 100% 
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Contoh perhitungan CAR (Riyadi, 2006: 161): 
Bank Budi Luhur memiliki modal inti Rp 300.000,00 dan modal 
pelengkap sebesar Rp 200.000 ATMR yang dimiliki sebesar Rp 
4.300.000 
CAR: 
200.000.000 + 300.000
4.300.000
 𝑥 100% = 11,63 % 
Rasio CAR Bank Budi Luhur tergolong aman karena sesuai 
ketentuan Bank Indonesia CAR minimum 8%. 
 
2.1.7. Financing to Deposite Ratio (FDR) 
 Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio untuk 
mengukur jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan 
jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Semakin tinggi 
FDR, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan 
mengalami peningkatan dalam mendapatkan laba. Peningkatan 
laba yang ungkin terjadi ini harus didukung dengan adanya 
penyaluran kredit yang optimal. Penyaluran pembiayaan yang 
optimal akan dapat menimbulkan banyak keuntungan dengan 
catatan kredit yang diberikan juga dikembalikan agar tidak terjadi 
NPF (Non Performing Financing). Dana harus disalurkan dengan 
baik kepada masyarakat (Widyaningrum dan Septiarini, 2015: 
974). 
 Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mebayar 
hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya. 
FDR dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan 
bank dalam menyalurkan danapihak ketiga yang dihimpun bank. 
FDR juga bisa disebut sebagai variabel yang dapat 
mempengaruhi ROA (Return On Assets) secara parsial.  FDR 
dapat digunakan perushan sebagai pengukuran pendapatan atau 
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laba. Semakin tinggi laba yang didapatkan maka akan 
berpengaruh positif terhadap kegiatan operasional perbankan 
syariah (Wibisono dan Wahyuni, 20117: 48) 
 Financing to Deposite Ratio (FDR) merupakan rasio 
pembiayaan terhadap dana dari masyarakat atau dana pihak 
ketiga. FDR menggambarkan sejauh mana kemampuan bank 
dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dibanding jumlah 
deposit yang dimiliki dapat berjalan. FDR juga merupakan 
penggambara sejauh mana dana disimpan dapat disalurkan 
sebagai pembiayaan kepada masyarakat dengan baik. FDR 
digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah. 
Semakin tinggi FDR, maka semakin rendah tingkat likuiditas 
bank (Nofianti, Badina dan Erlangga, 2015: 71). 
 Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio 
perbandingan antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan 
oleh bank dengan dana yang diterima dari masyarakat. Variabel 
FDR yang diangkakan kurang dari 110% maka bank syariah 
dmasih dapat digolongkan sebagai bank yang sehat. Pembiayaan 
harus disalurkan dengan baik agar dapat menunjang tingkat 
likuiditas perbankan syariah. Apabila FDR berada pada tingkat 
standar sesuai ketentuan Bank Indonesia, maka laba bank tersebut 
juga akan meningkat. FDR yang berpengaruh positif akan 
membuat perbankan syariah  mengalami laba dan juga apabila 
FDR berpengaruh negatif, maka laba yang didapatkan akan 
sedikit atau bahkan mengalami kerugian (Mukti, 2016: 3). 
Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah.sebuah rasio yang 
menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 
kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 
mengandalkan pembiayaan yang sudah diberikan. FDR 
merupakan parameter yang digunakan perbankan syariah untuk 
mengukur tingkat likuiditasnya. FDR digunakan untuk sebuah 
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parameter perbankan syariah dalam membayar kembali dana 
yang sudah ditarik deposan dengan mengandalkan pembiayaan 
yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Semakin tingi FDR, 
maka kemungkinan jumlah pembiayaan yang diberikan akan 
meningkat. Namun, disisi lain jika terlalu bankyak memberikan 
pembiayaan, maka resiko yang mungkin terjadi juga akan 
semakin meningkat (Akbar, 2016: 27). 
Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas dapat 
disimpulkan bahwa Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah 
rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menjaga likuiditasnya dengan cara mempertahankan kemampuan 
membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. 
Rumus FDR: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝐾
 𝑥 100% 
Contoh perhitungan FDR di perbankan syariah (data sample 
BPRS bersumber dari kantor OJK Surakarta dengan nama BPRS 
yang disamarkan) : 
BPRS A dengan total pembiayaan pada Desember 2015 Rp 
16.098.145.000 dan total Dana Pihak Ketiga Rp 16.748.964.000, 
dengan perhitungan FDR sebagai beikut: 
16.098.145
16.748.964
 𝑥 100% =  96,11 % 
FDR BPRS A masih tergolong sehat karena masih dibawah 110% 
sesuai ketentuan Bank Indoesia yaitu maksimal FDR 110%. 
 
2.1.8. Non Performing Financing (NPF) 
 Non Performing Financing (NPF) adalah perhitungan 
dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan 
total pembiyaan yang dimilki oleh bank. Menurut Bank Indonesia 
selaku bank sentral di Indonesia kategori pembiayaan bermasalah 
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ada tiga, yaitu kurang lancar, macet dan diragukan. NPF adalah 
rasio yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur 
besarnya pembiayaan yang dihadapai oleh bank. NPF yang 
semakin besar akan menyebabkan pengurangan pendapatan oleh 
bank. Pendapatan yang berkurang akan mengakibatkan turunnya 
profitabilitas yang didapatkan oleh bank. (Widyaningrum dan 
Septiarini, 2015: 974). 
 Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang 
digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam mengelola 
pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah tersebut biasanya 
mengandung beberapa risiko. Risiko pinjaman yang diterima oleh 
bank merupakan salah satu dari beberapa risiko usaha bank. 
Risiko ini bisa timbul diakibatkan oleh tidak dilunasinya kmbali 
pinjaman yang sudah diberikan. Perbandingan yang diguakan 
untuk mengukur NPF bank syaiah adalah dengan cara jumlah 
pinjaman bermasalah dibanding total pinjaman yang ada 
(Wibisono dan Wahyuni, 20117: 48) 
Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara 
jumlah pembiayan yang tidak tertagih atau bermasalah dibanding 
kan dengan total pembiayaan keseluruhan yang ada. Pembiayaan 
bermasalah ini tergolongkan menjadi tiga jenis, yaitu non lancar 
dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Ketetntuan 
Bank Indonesia mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki 
NPF kurang dari 5%. NPF yang tinggi dapat menyebabkan 
penurunan tingkat profitabilitas bank syariah dan penurunan 
tingkat bagi hasil bank syariah. NPF dapat berpengaruh pada 
tingkat kesehatan bank melalui parameter jumlah bagi asil bank 
syariah kepada nasabah (Arifa, 2008 dalam Nofianti, Badina dan 
Erlangga, 2015: 71). 
 Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan 
antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah atau total 
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pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio NPF ini 
digunakan untuk mengukur resiko dari pembiayaan yang ada. 
Dalam pembiayaan terdapat resiko yang melekat. Pembiayaan 
yang bermasalah akan menyebabkan kondisi terburuknya 
menjadi macet. Adanya pembiyaan bermasalah akan dapat 
menyebabkan perolehan laba yang menurun (Mukti, 2016:3). 
 Non Performing Financing (NPF) merupakan pengukuran 
dari resiko pembiayaan yang telah diberikan. Pengukuran ini 
dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan 
bermasalah dengan total pembiayaan yang telah diberikan kepada 
masyarakat. NPF dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan 
faktor internal. Faktor eksternalnya adalah inflasi dan Gross 
Domestic Product (GDP). Apabila dalam keadaan tertentu yaitu 
NPF yang tinggi  maka bank syariah harus mencadangkan dana 
untuk menutup kekurangan akibat NPF tersebut (Akbar, 2016: 
27). 
Dari pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa NPF 
adalah tolok ukur penilaian resiko pembiayaan berdarkan rumus 
perbandingan jumlah pembiyaan bermasalah dengan total 
pembiayaan yang sudah disalurkan ke masyarakat. 
Rumus NPF: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 
Contoh perhitungan NPF/NPL pada bank konvensional (Riyadi, 
2006: 160) : 
Bank Budi Luhur mempunyai jumlah pembiayaan bermasalah  
Rp 700.000 dan total pembiayaan yang diberikan Rp 5.000.000 
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NPF :  
700.000 
5.000.000
 𝑥 100% =  14 % 
NPF pada Bank Budi Luhur tergolong tinggi karena melebihi 
ketentuan Bank Indonesia yaitu 5% dan Bank Budi Luhur perlu 
mendapat perhatian khusus agar tidak dilikuidasi BI maupun 
OJK. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian diawali observasi awal terkait persetujuan judul 
skripsi pada bulan Oktober 2018 di kantor Otoritas Jasa Keuangan 
Surakarta. Kemudian pada Bulan Januari 2018 peneliti melakukan 
penelitian dengan metode wawancara untuk mendapatkan data terkait 
pengawasan dan pemeriksaan OJK serta untuk mendapatkan data primer 
terkait rasio keuangan BPRS. Setelah penelitian, peneliti fokus dengan 
penyusunan proposal skripsi dari bulan Januari 2018 s/d Maret 2018, 
kemudian sidang seminar proposal skripsi pada bulan Maret 2018. 
Pengolahan data dari bulan April 2018 s/d Juni 2018, kemudian sidang 
skripsi pada bulan Agustus 2018. Penelitian dilakukan di lingkungan 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta yang beralamat di Jalan 
Veteran No. 299, Tipes, Surakarta. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif didapatkan dari data hasil wawancara 
dengan informan berupa pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh OJK terhadap BPRS dan data kuantitatifnya adalah data agregat 
yang diperoleh dari OJK yang merupakan data primer serta yang 
diperoleh dari website resmi Bank Indonesia berupa Laporan Keuangan 
publikasi yang merupakan data sekunder. 
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3.3. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
untuk kinerja keuangan dan untuk data primer terkait pengawasan dan 
pmeriksaan OJK terhadap bank syariah yang diawasi didapatkan dari 
hasil wawanca. Data primer kinerja keuangan diperoleh dari staf bagian 
pengawasan perbankan syariah di OJK dengan mengambil sampel 
secara random untuk FDR 3 (tiga) BPRS dan untuk CAR dan NPF data 
agregat 8 (delapan) BPRS di Surakarta. Dalam hal ini penulis 
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kinerja keuangan 
perbankan syariah dari informan dengan parameter CAR, NPF dan 
FDR dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu Desmber 2015, Desembr 
2016, Desember 2017. Data CAR, NPF, dan FDR yang sudah dihitung 
lalu disimpulkan dan dihubungkan dengan efektivitas pengawasan dan 
pemeriksaan BPRS oleh OJK. Data primer terkait pengawasan dan 
pemeriksaan OJK terhadap bank syariah didapatkan dari hasil 
wawancara dengan informan yaitu staf OJK Sdr. Fachriadi Fadhillah. 
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder untuk 
penelitian ini adalah laporan keuangan publikasi BPRS Dana Amanah 
Surakarta diperoleh dari website resmi Bank Indonesia sebagai 
perbandingan dengan data primer dari pihak OJK. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini ada beberapa teknik dalam memperoleh data yang 
diperlukan yaitu: 
1. Metode Observasi 
Peneliti melakukan observasi secara langsung di lingkungan kantor 
Otoritas Jasa Keuangan Surakarta dan observasi ini juga dilakukan pada 
saat peneliti melakukan magang. Observasi secara langsung ini adalah 
pada saat peneliti mengikuti kegiatan rapat Diskusi Pencapaian Target 
Kinerja BPR/BPRS Triwulan I tahun 2017, pada saat rapat tersebut 
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ditemukan masalah NPF yang tinggi pada BPRS sehingga terkendalanya 
pencapaian target. NPF yang tinggi juga dapat mempengaruhi 
permodalan BPRS. Dan data FDR yang didapatkan adalah berdasarkan 
dari saran pihak OJK untuk memasukkan parameter rasio keuangan 
tersebut sebagai pengaruh efektivitas pengawasan dan pemeriksaan OJK 
terhadap kinerja keuangan bank syariah, mengingat data FDR adalah data 
yang fleksibel dan bisa dipublikasikan.  
2. Metode Wawancara 
Wawancara dilakukan peneliti saat melakukan penelitian di wilayah 
kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Wawancara dilakukan peneliti 
dengan Sdr. Fachriadi Fadhillah sebagai informan. Sdr. Fachriadi 
Fadhillah merupakan salah satu staf OJK di bidang Perizinan, Informasi, 
dan Dokumentasi. Alasan mengapa Sdr. Fachriadi Fadhillah dipilih 
sebagai informan adalah terkait pengaksesan informasi BPRS 
merupakan salah satu wewenangnya. Dan data yang didapatkan adalah 
hasil wawancara terkait pengawasan dan pemeriksaan OJK yang bisa 
langsung dihubungkan dengan keefektivitasannya. Untuk pengukuran 
kinerja keuangan BPRS dilihat dari parameter CAR, NPF dan FDR yang 
diberikan langsung oleh informan kepada peneliti pada saat penelitian. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan data tambahan sebagai penguat data yang 
ada dan diperoleh dari informan berupa catatan-catatan penting yaitu 
catatan mengenai strategi eketivitas pengawasan dan pemeriksaan 
kinerja keuangan bank syariah agar bisa mencapai target. Dokumentasi 
juga didukung oleh foto-foto penelitian berupa foto kantor Otoritas Jasa 
Keuangan (ruang penelitian, mushola, dan bagian depan dan dalam 
kantor). Dokumentasi penelitian juga diperkuat oleh bukti tertulis 
wawancara dari pertanyaan hingga jawaban yang disahkan dengan tanda 
tangan informan sebagai pengganti rekaman dan pengesahan validasi 
data.  
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3.5 Tekhnik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Analisis Kinerja Keuangan Bank 
Analisis kinerja keuangan BPRS dilihat dari dua parameter 
yaitu pertama adalah data dari OJK terkait CAR, FDR, dan NPF. 
Data CAR dan NPF yang didapatkan adalah data agregat dari ke 
delapan BPRS pada posisi Desember 2015, Desember 2016, 
Desember 2017 dan data FDR didapatkan dari data neraca sampling 
tiga BPRS dibawah pengawasan OJK pada posisi Desember 2015, 
Desember 2016, Desember 2017. Data yang kedua berasal dari 
laporan keuangan publikasi BPRS Dana Amanah Surakarta berupa 
laporan neraca dan laba rugi pada posisi Desember 2015, Desember 
2016, Desember 2017 untuk menghitung CAR dan FDR, untuk data 
NPF tidak bisa dihitung karena jumlah pembiayaan bermasalah tidak 
dipublikasikan sebagai perbandingan data dari OJK. Setelah melihat 
dua parameter tersebut, keduanya dibandingkan sebagai bahan 
pertimbangan pengukuran keefetifan pengawasan dan pemeriksaan 
kinerja keuangan perbankan syariah oleh OJK terhadap BPRS. 
2. Analisis Teknik Pengawasan dan Pemeriksaan OJK 
Analisis teknik pengawasan dan pemeriksaan OJK dilihat 
dari data hasil wawancara dengan informan dan dari data hasil 
wawancara tersebut di olah datanya agar bisa melihat keefektifan 
parameter teknik pengawasan dan pemeriksaan OJK terhadap 
BPRS. Cara untuk mengolah data adalah dengan mereduksi data 
yang tidak penting kemudian data yang penting dicatat sebagai 
acuan teori dalam mempertimbangkan efektivitas pegawasan dan 
pemeriksaan OJK. Langkah ini dilakukan setelah membandingkan 
hasil data CAR, FDR dari OJK dengan BPRS Dana Amanah 
Surakarta. 
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3. Analisis Hubungan Pengawasan dan Pemeriksaan OJK terhadap 
Kinerja Bank Syariah 
Tahapan analisis yang terakhir adalah menghubungkan 
teknik analisis kineja keuangan dan teknik pengawasan serta 
pemeriksaan ke dalam efektivitasnya. Analisis yang terakhir ini 
dihubungkan  apakah sudah efektif atau belum dan disimpulkan 
sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) atau belum sesuai. 
Apabila sudah sesuai maka tujuan pengawasan dan pemeriksaan 
sudah terlaksana oleh OJK secara efektif. Keefektifan dapat diukur 
dengan melihat hasil perbandingan CAR dan FDR dari OJK dan 
BPRS Dana Amanah Surakarta dan ada langkah penyehatan bank 
dari pihak OJK atau tidak berdasarkan hasil rasio keuangan dari 
tahun ke tahun. 
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Sistematika tahapan analisis datanya adalah sebagai beikut: 
   
               1          2 
 
   
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
                                            3 
 
 
 
 
 
Analisis hasil : 
Kesesuaian dengan 
Rencana Bisnis Bank 
Pemeriksaan Pengawasan 
Kinerja Keuangan BPRS 
CAR NPF FDR 
OJK 
Data Sekunder : Analisis 
Laporan Keuangan BPRS 
Data Primer : Analisis 
hasil wawancara dengan 
informan pegawai Staf 
KOJK Solo 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. Sistem Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Sejarah Singkat 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
A. Sistem Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 
Fungsi, tugas, wewenang, pembinaan, dan pengawasan untuk 
industri jasa keuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan dari Bank 
Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan 
(BAPEPAM-LK) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga baru seperti OJK 
ini mengantikan fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan dari Bank 
Indonesia dan BAPEPAM-LK agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. 
Terintegrasi dan komprehensif yang dimaksudkan adalah fungsi 
penyesuaian secara menyeluruh pengawasan terhadap sektor jasa keuangan 
yang sebelumnya dipegang oleh lembaga Bank Indoneesia dan BAPEPAM-
LK (Ratumbuysang, 2016: 73). 
Sebagaimana pada penjelasan diatas, bahwa kurang siapnya 
infrastruktur sistem keuangan dan semakin bervariasinya produk jasa pada 
sektor keuangan di era globalisasi serta belum efektifnya fungsi pengawasan 
di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya merupakan faktor utama 
yang memicu pemikiran dibentuknya lembaga baru “Otoritas Jasa 
Keuangan”. Mengacu pada Rancangan Undang-Undang OJK, tujuan 
lembaga OJK adalah untuk menciptakan dan memelihara sektor jasa 
keuangan yang sehat, kompetitif, efisien, aman, stabil, dan adil. Dari tujuan 
tersebut, diharapkan OJK dapat membawa suatu paradigma baru dalam 
dunia perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya sehingga sektor 
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jasa keuangan di Indonesia dapat menjadi tulang punggung perekonomian 
nasional dan mampu berkompetisi di pasar internasional (Arief, 2002: 252). 
Latar belakang pembentukan OJK, juga dikarenakan perlunya suatu 
lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang 
mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan. Lembaga 
pengawas tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank. Walaupun 
telah menggantikan tugas dari Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, OJK 
masih tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK 
terkait fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan 
(Murdadi, 2012: 32). 
Berdasarkan pemaparan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa OJK 
dibentuk sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang baru 
bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan  ekonomi nasional. OJK ada 
juga untuk membantu menggantikan tugas Bank Indonesia dan BAPEPAM-
LK. Undang-Undang yang mendasari kegiatan operasional OJK adalah 
Undang-Undang No.21 Tahun 2011. 
B. Sejarah Singkat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo diresmikan pada tanggal 4 
Januari 2014 yang bertempat di gedung Perwakilan Bank Indonesia Solo 
lantai 4 (empat), beralamat di Jl. Soedirman No.15 Kp. Baru, Ps. Kliwom, 
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57111. Setelah adanya perkembangan, Kantor 
Otoritas Jasa Keuangan Solo memisahkan diri dari Kantor  Perwakilan Bank 
Indonesia Solo dan diresmikan lagi dengan kantor yang baru pada tanggal 
14 Januari 2016 beralamat di Jl. Veteran No. 299, Tipes, Surakarta, Jawa 
Tengah 57154. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo ini membawahi 
BPR/BPRS wilayah Solo Raya saja. Bank Umum dan Unit Usaha 
Konvensional maupun Syariah, Pasar Modal serta Industri Keuangan Non 
Bank  yang Konvensional maupun Syariah juga masih menjadi wewenang 
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Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat di Jakarta, dikarenakan kantor pusat 
keseluruhan berada di Jakarta. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo hanya 
mengawasi atau membawahi BPR/BPRS yang berpusat di wilayah keja 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
ini berdiri juga dikarenakan bertambah kompleksnya tugas dari Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Solo, sama dengan alasan Otoritas Jasa 
Keuangan pada umumnya berdiri yaitu untuk membantu tugas dari Bank 
Indonesia dan BAPEPAM-LK (Dokumentasi Staf Sub. Bagian Administrasi 
pada tanggal 12 Januari 2018). 
4.1.2. Fungsi dan Tugas Kantor Otoritas Jasa Keuangan 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Kantor Otoritas Jasa Keuangan, fungsi kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Solo adalah menyelenggarakan sistem pengawasan dan 
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan. 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan menjelaskan tugas dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo 
adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap: 
a. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan 
b. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal 
c. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, OJK mempunyai wewenang: 
1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang 
meliputi: 
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A. Kegiatan Sebelum Beroperasionalnya Sebuah Bank 
Pertama adalah perizinan untuk pendirian bank, yaitu 
sebelum berdiri sebuah bank maka OJK mengatur dan 
mengawasinya terkait dengan modal yang dimiliki dan peraturan 
yang mendasari izin usaha bank. Kantor OJK Solo hanya 
mempunyai wewenang untuk memberikan izin usaha bank 
prekreditan rakyat serta bank pembiayaan rakyat syariah yang 
berkantor pusat di wilayah kerja OJK Solo. Peraturan yang 
mendasari izin usaha bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan 
rakyat syariah adalah Undang-Undang Perbankan Pasal 23 yang 
isinya Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki 
oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh 
pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dan 
dapat memiliki bersama ketiganya (Meidahnia, 2014: 210).  
Kedua adalah pembukaan kantor bank, yaitu pada saat 
terlihat sebuah potensi untuk mendirikan bank maka OJK 
diwajibkan untuk mengatur pembukaan kantor bank tersebut dan 
dilihat dari beberapa aspek. Aspeknya adalah strategi positioning, 
bagaimana bank mampu menunjukkan posisinya di mata 
masyarakat dalam mengembangkan kegiatan operasionalnya dan 
membangun citra bank yang baik nantinya (Sulistyono dan 
Feryanto, 2005: 76). 
Ketiga adalah anggaran dasar dan rencana kerja 
perbankan, yaitu yang biasa disingkat RKAT (Rencana Kegiatan 
dan Anggaran Tahunan) dan penulis mendapatkan informasi tentang 
RKAT adalah pada saat magang di OJK dengan penjelasan RKAT 
merupakan kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat 
Pagu Satuan Kerja, Agenda atau Sasaran Kerja, Strategi dan Prgram 
kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembahasan atas aggaran 
yang diperlukan.  
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Keempat adalah kepemilikan, kepengurusan dan 
sumber daya manusia perbankan, yaitu perkembangan tentang 
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia seperti 
pergantian posisi  pemegang saham, pengangkatan pejabat eksekutif 
bank dan kasus yang lainnya masih diatur dan diawasi oleh Kantor 
OJK Solo apabila BPR/BPRS akan mengadakan rapat terkait dengan 
hal tersebut (Dokumentasi peneliti pada saat magang di Kantor OJK 
Solo pada Bulan Mei 2017).  
Kelima adalah merger, konsolidasi dan akuisisi bank 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, kemudian 
tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan 
Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, 
dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut 
hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. 
Lalu Akuisisi Bank adalah pengambil-alihan (take over) dengan 
cara membeli saham atau aset bank (Sundari, 2016: 53). 
Yang Terakhir adalah pencabutan izin usaha bank, yaitu 
izin usaha bank akan dicabut oleh OJK atau bank akan dilikuidasi 
oleh OJK apabila terdapat praktek-praktek yang tidak sehat dalam 
operasional perbankan yang menyebabkan bank bermasalah dan 
dalam usaha penyehatan bank tidak membuahkan hasil sehingga 
mnyebabkan diambang keruntuhan (Asmawardhani, 2013: 48). 
 
B. Kegiatan usaha bank, antara lain : 
Pertama adalah sumber dana dan penyediaan dana 
bank, yaitu sumber dan penyediaan dana bank BPR/BPRS Solo 
Raya masih dibawah pengawasan Kantor OJK Solo. Aliran dana 
tersebut didapat dari mana memang harus jelas.  
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Kedua adalah produk hibridasi bank, yaitu produk 
unggulan bank di dalam kegiatan usaha perbankan. Yang terakhir 
adalah aktivitas perbankan di bidang jasa, menurut Ascarya 
(2015) aktivitas perbankan di bidang jasa adalah aktivitas yang 
meliputi jual-beli valuta asing, kliring, inkaso, transfer, Letter Of 
Credit (L/C), Real Time Gross Sattlement (RTGS), dan yang 
lainnya.  
Kegiatan jasa di bidang perbankan, bukan merupakan 
tugas dan wewenang pengawasan perbankan oleh Kantor OJK Solo 
dikarenakan Kantor OJK Solo hanya mengawasi BPR/BPRS yang 
kegiatan usahanya tanpa kegiatan di bidang jasa perbankan. 
 
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 
Pertama adalah likuiditas yang berhubungan dengan  
kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
tepat pada waktunya, kedua adalah rentabilitas yang berhubungan 
dengan pengukuran kemampuan bank dalam menggunakan 
aktivanya secara produktif, ketiga adalah  solvabilitas yang 
berhubungan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 
jangka panjangnya (Rompas, 2013: 253). Kemudian ada kualitas 
aset yang merupakan semua total aktiva rupiah yang dimiliki bank 
dengan maksud untuk memperoleh hasil yang diharapkan, lalu rasio 
kecukupan modal minimum (CAR) yaitu rasio kecukupan modal 
minimum sebagai syarat untuk mendirikan sebuah bank, serta batas 
maksimum pemberian kredit (BMPK) merupakan persentase 
maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal 
bank (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 19.01 
WIB). Dilanjutkan rasio pinjaman terhadap simpanan yaitu rasio 
perbandingan antara pinjaman atau pembiayaan yang diberikan 
kepada masyarakat dengan simpanan bank yang sudah tersedia, 
serta yang terakhir adalah pencadangan bank yaitu kegiatan bank 
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dalam mencadangkan seluruh aset yang ada sebagai bentuk 
antisipasi terhadap bahaya yang akan datang nantinya. 
Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan 
kinerja bank meliputi laporan bulanan, laporan publikasi, laporan 
dewan komisaris, laporan rencana kerja setiap tahun dan laporan-
laporan lainnya.  
Sistem informasi debitur yaitu sistem yang digunakan 
untuk melihat informasi debitur, informasi debitur merupakan 
laporan yang disajikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut 
tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
(sumber www.bi.go.id, diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 
19.25 WIB).  
Pengujian kredit (credit testing) dengan penjelasan: 
Menurut Firra Jatiminarsih (2016) mahasisiwi Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, dalam skripsinya menerangkan bahwa 
pengujian kredit (credit testing) oleh OJK terhadap BPR/BPRS di 
Solo Raya bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon nasabah 
dengan prinsip 5C character (watak), capacity (kemampuan), capital 
(modal), collateral (agunan), dan condition (prospek dari usaha 
nasabah debitur) agar bisa menghindari terjadinya kredit atau 
pembiayaan macet di masa yang akan datang 
Standar akuntansi bank merupakan standar yang 
dig.unakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
bank, standar ini digunakan pula sebagai acuan dalam menyusun 
maupun mengaudit laporan keuangan bank yang nantinya akan 
dikirimkan kepada Bank Indonesia dan OJK sebagai pengawas dan 
pengatur operasional perbankan nasional (sumber www.bi.go.id, 
diakses pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 21.50 WIB). 
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3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 
meliputi: 
a. Manajemen risiko 
Manajemen risiko adalah sebuah strategi yang diambil oleh OJK dan 
diterapkan sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah risiko-
risiko yang mungkin timbul di masa mendatang (Zulfa, 2014: 163). 
b. Tata kelola bank 
Tata kelola bank merupakan serangkaian kegiatan bank dalam 
melihat performa perusahaan dan perilaku eksekutif bank dilihat dari 
beberapa laporan yang ada meliputi laporan keuangan, laporan 
praktik perbankan, laoran dewan komisarin dan laporan yang 
lainnya (Adiono dan Sholihin, 2014: 269).  
c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang 
Prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan adalah prinsip yang 
diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau 
kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang 
mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban untuk menerapkannya. 
Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan 
integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan 
sebagai alat kejahatan keuangan atau alat pencucian uang 
(Erdiansyah, 2011: 2). 
d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan 
Perbankan merupakan lembaga jasa keuangan nasional yang 
didirikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke 
masyarakat. Namun, tidak dipungkiri bahwa perbankan perl 
mengadakan kegiatan antisipasi pencegahan dana yang disalurkan 
dipergunakan untuk kejahatan perbankan dan pembiayaan 
terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan 
dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap 
kedaulatan serta negara yang tidak akan mungkin perbankan tidak 
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mencegah terjadinya aksi tersebut dengan menyalurkan dananya 
(Asmadi, 2016:71) 
4. Pemeriksaan bank. 
Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan evaluasi agar dapat 
mempermudah pencapaian tujuan kegiatan. Pemeriksaan merupakan 
serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Perbankan 
perlu untuk dievaluasi dengan alasan agar segala kegiatan operasional 
dapat berjalan sesuai rencana. OJK juga mengemban tugas pemeriksaan 
bank agar dapat menangani terjadinya bank bermasalah atau bank gagal. 
Bank yang bermasalah meliputi kegiatan operasional yang belum 
optimal dan kinerja keuangan yang belum optimal (Windiantina, 2016: 
5). 
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang kedua 
adalah di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
b, OJK memiliki kewenangan untuk (Wowor, 2016: 105): 1) Memberi izin 
usaha kepada bursa efek yang merupakan sebuah pasar tepat jual-beli efek, 
lembaga kliring yaitu lembaga yang melakukan pertukaran warkat dan 
lembaga penjaminan yang merupakan lembaga penjaminan kegiatan di 
pasar modal, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana yaitu 
wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 
Manajer Investasi, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro 
administrasi efek serta izin orang perorangan bagi wakil penjamin 
emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi 
sebagai pengelola saham, obligasi, dan reksa dana, 2) Mewajibkan 
pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat, 3) Menetapkan 
persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara 
waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk sementara manajemen 
bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur 
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yang baru, 4) Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan dan 
pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya 
pernyataan pendaftaran, 5) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan 
terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan 
pelaksanaannya, 6) Mewajibkan setiap pihak untuk mengehentikan atau 
memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar 
modal, atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi 
akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut, 7) Melakukan 
pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau 
diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM, dan  
pihak yang dipersyaratkan untuk memiliki izin usaha, izin orang 
perseorangan persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-
undang pasar modal, 8) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan 
tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan sebagaimana 
terdapat dalam angka 7, 9) Mengumumkan hasil pemeriksaan, 10) 
Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau 
menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu 
guna melindungi kepentingan pemodal, 11) Menghentikan kegiatan bursa 
efek untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat, 12) Mengajukan 
keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, 
lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian 
serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan 
sanksi dimaksud, 13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, 
pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka 
kegiatan pasar modal, 14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk 
mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat atas pelanggaran di bidang 
pasar modal, 15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis 
atas undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya, 16) 
Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan pasal 
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1-5, dan 17) Melakukan hal-hal yang diperkenankan berdasarkan Undang-
Undang Pasar Modal. 
Berdasarkan keterangan tugas pengaturan dan pengawasan OJK di 
sektor pasar modal di atas, peneliti hanya bisa menjelaskan semampunya 
dikarenakan pada saat magang di Kantor OJK Solo, peneliti bertanya 
kepada Ibu Ary Widiastuti yang pada Mei 2017 masih menjabat sebagai 
Kepala Sub. Bagian Pengawasan Pasar Modal tentang bagaimana 
wewenang Kantor OJK Solo terhadap pengawasan pasar modal dan beliau 
menjawab bahwa masih dipegang oleh kantor OJK pusat Jakarta. Kantor 
OJK Solo hanya berfokus pada pengawasan BPR/BPRS yang berpusat di 
Solo Raya saja. Dan apabila ada sebuah kasus atau kepentingan mendesak 
tentang sektor pasar modal area Solo Raya, maka Kantor OJK Solo hanya 
menampung permasalahan atau kepentingan mendesak tersebut dan 
melaporkannya ke Kantor OJK pusat Jakarta untuk segera ditangani. Dalam 
hal penanganan, Kantor OJK pusat Jakarta terjun langsung menuju sektor 
pasar modal yang bermasalah atau yang perlu untuk ditangani. 
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang 
terakhir adalah di sektor  Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang biasa disebut 
Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, OJK mempunyai tugas pokok (sumber: www.ojk.go.id, 
diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 11.40 WIB): 1) Menyusun 
peraturan di bidang IKNB, 2) Melaksanakan protokol manajemen krisis 
yang merupakan kegiatan untuk mengatisipasi dan penanganan krisis bagi 
IKNB, 3) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, 4) Melakukan 
pembinaan dan pengawasan di bidang terhadap pihak yang memperoleh izin 
usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di 
bidang IKNB, 5) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB, 6) 
Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, 7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman 
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kriteria, dan prosedur di bidang IKNB, 8) Memberikan bimbingan teknis 
dan evaluasi di bidang IKNB, 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Dewan Komisioner. 
Berdasarkan keterangan tugas pengaturan dan pengawasan OJK di 
sektor pasar modal di atas, peneliti hanya bisa menjelaskan semampunya 
dikarenakan pada saat magang di Kantor OJK Solo, peneliti bertanya 
kepada Ibu Nofa Hermawati yang pada Mei 2017 masih menjabat sebagai 
Kepala Sub. Bagian Pengawasan IKNB dan merngkap juga sebagai Kepala 
Sub. Bagian Perizinan, Informasi, dan Dokumentasi tentang bagaimana 
wewenang Kantor OJK Solo terhadap pengawasan IKNB dan beliau 
menjawab bahwa masih dipegang oleh kantor OJK pusat Jakarta. Kantor 
OJK Solo hanya berfokus pada pengawasan BPR/BPRS yang berpusat di 
Solo Raya saja. Dan apabila ada sebuah kasus atau kepentingan mendesak 
tentang sektor IKNB area Solo Raya, maka Kantor OJK Solo hanya 
menampung permasalahan atau kepentingan mendesak tersebut dan 
melaporkannya ke Kantor OJK pusat Jakarta untuk segera ditangani. Dalam 
hal penanganan, Kantor OJK pusat Jakarta terjun langsung menuju sektor 
IKNB yang bermasalah atau yang perlu untuk ditangani. 
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4.2.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  
4.2.1.  Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan 
Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan 
Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap perbankan syariah mempunyai 
tujuan untuk meminimalisir kendala yang akan dihadapi. Berikut adalah model 
pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah oleh Otoritas 
Jasa Keuangan: 
a. Secara Langsung (on-site supervision) 
Menurut Ratih Nurianasita Pengawasan secara langsung adalah: 
“Pengawasan secara  langsung ini dilakukan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan dalam satu tahun sekali dengan cara 
mendatangi BPRS yang diawasi baik dalam keadaan sehat 
maupun tidak sehat. Tetapi jika ada keperluan mendadak 
atau ada informasi yang dibutuhkan, maka Otoritas Jasa 
Keuangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ini 
lebih dari satu kali dalam setahun. Pengawasan dan 
pemeriksaan yang dilakukan lebih dari satu kali bersifat 
khusus agar bisa mendapatkan data tambahan yang diminta 
OJK kepada BPRS.” (wawancara dengan PTU Sub. Bagian 
Pengawasan Bank 2 Ratih Nurianasita tanggal 25 April 
2018) 
Berdasarkan wawancara tersebut, menurut peneliti pengawasan 
secara langsung dilakukan dengan standar berikut: Pertama dengan 
mendatangi secara langsung BPRS yang diawasi minimal satu tahun 
sekali, kedua apabila ada keperluan mendadak atau ada informasi 
yang dibutuhkan terkait BPRS yang diawasi maka OJK mendatangi 
BPRS bisa lebih dari satu kali dalam setahun dan bersifat khusus agar 
bisa mendapatkan data yang diminta tersebut. 
Keterangan wawancara tersebut diperkuat oleh Yeti Risniawati 
bahwa: 
“Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo melakukan 
pengawasan secara langsung dalam satu tahun sekali.” 
(wawancara dengan Kabbag Personalia dan Umum BPRS 
Dana Amanah Surakarta Ibu Yeti Risniawati tanggal 24 
April 2018) 
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Berdasarkan wawancara tersebut, menurut peneliti pengawasan 
secara langsung oleh Kantor OJK Solo ke BPRS Dana Amanah 
Surakarta adalah dalam satu tahun sekali. 
Menurut Ratih Nurianasita Pegawasan langsung adalah: 
“Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan 
pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila 
ada yang dirasa penting seperti tambahan setoran. 
Pemeriksaan khusus disebut juga pemeriksaan Insidentil 
yang dilakukan apabila ada keperluan mendadak. 
Pengawasan langsung secara konsep adalah pihak Otoritas 
Jasa Keuangan yang terjun langsung untuk mengawasi 
jalannya operasioal perbankan syariah dan secara berkala 
memeriksa berkaitan dengan berkas atau file yang dimiliki 
BPRS tersebut. Wakttu pengawasan secara langsung ini 
dikategorikan mendadak (surprise audit) kepada pihak BPRS 
yang diawasi.” (wawancara dengan PTU Sub. Bagian 
Pengawasan Bank 2 Ratih Nurianasita tanggal 25 April 
2018) 
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan langsung dilakukan OJK dengan terjun langsung ke 
pihak BPRS untuk diteliti berkas dan file-file yang diperlukan serta 
pengawasan sistem pengoperasian perbankan sesuai dengan ketentuan 
atau tidak yang dilakukan OJK minimal satu tahun sekali dan biasanya 
dilaksanakan secara mendadak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 
menurut Ratumbuysang “pengawasan langsung yang terdiri dari 
pemeriksaan langsung dilakukan berkala oleh OJK untuk menentukan 
ketaaatan bank terhadap ketentuan yang ada.” (Ratumbuysang, 2016: 
73). 
 
b. Secara Tidak Langsung (off-site supervision) 
Menurut Ratih Nurianasita Pengawasan Tidak Langsung adalah: 
“Pengawasan yang dilakukan dengan cara BPRS mengirim 
laporan bulanan, laporan publikasi, laporan dewan 
komisaris, laporan rencana kerja setiap tahun ke sistem yang 
terhubung dengan Otoritas Jasa Keuangan.” (wawancara 
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dengan PTU Sub. Bagian Pengawasan Bank 2 Ratih 
Nurianasita tanggal 25 April 2018)  
Berdasarkan wawancara tersebut, menurut peneliti pengawasan 
secara tidak langsung dilakukan dengan cara Pengiriman beberapa 
laporan-laporan BPRS ke OJK melalui sistem online berupa laporan 
bulanan bank, laporan publikasi bank, laporan dewan komisaris, 
laporan rencana kerja setiap tahun, dan laporan lainnya. 
Keterangan ini diperkuat oleh Yeti Risniawati bahwa:  
“pengawasan secara tidak langsung dari pihak Otoritas Jasa 
Keuangan adalah dengan pemantauan tren kesehatan bank 
melalui BPRS yang mengirim laporan keuangan setiap bulan 
secara rutin baik neraca laba-rugi maupun rasio-rasio 
keuangan perbankan lainnya ke pihak Otoritas Jasa 
Keuangan. BPRS juga mendapatkan tugas apabila ada hal 
yang dirasa mendadak atau peting dewan direksi melaporkan 
laporan atau berita ke pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.” 
(wawancara dengan Kabbag Personalia dan Umum BPRS 
Dana Amanah Surakarta Ibu Yeti Risniawati tanggal 24 
April 2018) 
 
Berdasarkan pemaparan wawancara di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan tidak langsung dari otoritas pengawas yang dalam 
hal ini adalah OJK sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan analisis 
laporan-laporan yang dikirim dari pihak BPRS berkaitan dengan 
informasi-informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja 
perbankannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan menurut 
Ratumbuysang yaitu “pengawasan tidak langsung dilakukan oleh 
pengawas bank dalam hal ini OJK, melalui penelitian dan analisis 
terhadap laporan-laporan yang wajib dilaporkan kepada otoritas 
pengawas, termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik yang 
bersifat kulitatif maupun yang bersifat kuantitatif” (Ratumbuysang, 
2016: 73). 
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4.2.2. Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan 
Syariah (ONLINE) 
Sistem yang digunakan dalam melaksanakan Pengawasan dan 
Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dalam wilayah kerja 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo yaitu BPRS terbagi menjadi tiga, 
berikut adalah sistem yang digunakan adalah: 
 
a. APOLO (Aplikasi Pelaporan Online) 
Menurut Ratih Nurianasita : 
“Aplikasi Pelaporan Online ini yang bisa mengakses 
hanyalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan dan BPR/BPRS 
yang diawasi. Aplikasi ini digunakan untuk mengupload data 
BPRS terkait Rencana Bisnis Bank dan laporan keuangan 
lainnya ke sistem yang disediakan.” (wawancara dengan 
PTU Sub. Bagian Pengawasan Bank 2 Ratih Nurianasita 
tanggal 25 April 2018) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, APOLO merupakan sistem online 
intern dari pihak OJK dan BPR/BPRS yang diawasi yang digunakan 
unruk mengupload data Rencana Bisnis Bank dan laporan keuangan 
lainnya.  
Keterangan wawancara diatas, juga dipekuat dengan pemaparan 
pernyataan dari Zulmi selaku kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa 
Tenggara “APOLO akan memudahkan pencatatan secara sistematis dan 
mudah dalam memonitor seluruh rencana bisnis bank (RBB). Dalam 
RBB tersebut, memuat sejumlah hal diantaranya target, solusi 
pemecahan masalah, hingga rencana yang akan ditempuh apabila 
menghadapi kendala. Seperti apabila terjadi kenaikan angka 
pembiayaan bermasalah, maka dalam RBB tersebut bank sudah 
menerangkan rencana aksi. Bank dapat pula menyampaikan RBB yang 
dinilai secara ekspansif, namun harus mencermati kondisi ekonomi, 
kapasitas sumber daya manusia hingga pengaruh eksternal dan  
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internal.” (sumber www.okezone.com, diakses pada 22 Mei 2018 pukul 
20.23 WIB)  
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 
APOLO digunakan OJK untuk mengupload data terkait Rencana Bisnis 
Bank dan agar OJK dapat memonitor BPRS melalui sistem online terkait 
Rencana Bisnis Bank tersebut.  
4. SIP (Sistem Informasi Pengawasan) 
     Menurut Ratih Nurinanasita: 
“Sistem ini digunakan untuk mengetahui trend 
perkembangan terkini BPR/BPRS yang diawasi. Sistem ini 
juga digunakan untuk mengambil laporan bulanan 
BPR/BPRS ke Bank Indonesia. Sistem ini hanya bisa diakses 
oleh intern pihak Otoritas Jasa Keuangan.” (wawancara 
dengan PTU Sub. Bagian Pengawasan Bank 2 Ratih 
Nurianasita tanggal 25 April 2018) 
 
 Berdasarkan wawancara tersebut, Sistem Informasi Pengawasan 
(SIP) digunakan untuk  mengetahui trend perbankan yang diawasi OJK 
dan sistem ini juga digunakan untuk mengambil laporan bulanan 
BPR/BPRS Solo Raya yang sudah dikirimkan ke Bank Indonesia. 
Laporan bulanan BPRS merupakan laporan keuangan yang disusun 
oleh BPRS untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut 
sistematika yang ditentukan Bank Indonesia pula dalam format dan 
definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-
sandi dan angka. Penyampaian laporan bulanan secara online ini 
dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara 
langsung kepada Bank Indonesia dengan fasilitas ekstraneT dan OJK 
mempunyai hak untuk mengambil laporan bulanan tersebut ke Bsnk 
Indonesia, mengingat sistem OJK tidak lepas dari sistem Bank 
Indonesia dengn kata lain sistem OJK masih menginduk Bank 
Indonesia. (sumber www.bi.go.id, diakses pada 22 Mei 2018 pukul 
22.34 WIB) 
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b. SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) 
Sistem ini digunakan untuk mengetahui catatan pinjaman nasabah 
ke Lembaga Jasa Keuangan dan berkaitan langsung dengan lembaga 
pembiayaan. Sistem ini merupakan sistem pelayan informasi keuangan 
yang salah satunya informasi debitur. Sistem ini juga digunakan untuk 
meminimalisisr adanya pembiayaan bermasalah atau Non Performing 
Financing (NPF). 
Alur menggunakan sistem ini adalah ketika OJK membutuhkan data 
atau informasi keuangan terkait seorang nasabah apakah bebas dari 
daftar hitam atau tidak, maka OJK mengakses SLIK untuk mengecek 
statusnya. Apabila tidak ada daftar hitam di kasus pembiayaan, maka 
nasabah masih bisa melakukan pembiayaan dengan aman tanpa adanya 
masalah. 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
“Ketiga Sistem diatas disebut sistem pengawasan secara 
khusus Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat tertutup. Sistem 
pengawasan secara khuhus bersifat tertutup yaitu informasi 
yang di dapat dalam sistem pengawasan ini disebut informasi 
SINDIKASI yaitu informasi antar BPRS dan Otoritas Jasa 
Keuangan.” (wawancara dengan PTU Sub. Bagian 
Pengawasan Bank 2 Ratih Nurianasita tanggal 25 April 2018) 
 Informasi ini tidak dipublikasi, mengingat data Rencana Bisnis 
Bank, laporan bulanan yaitu CAR dan NPF adalah data perlindungan 
nasabah yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak OJK maupun 
BPRS. CAR dan NPF serta Rencana Bisnis Bank juga merupakan rasio 
keuangan yang perhitungannya dihitung secara manual oleh pihak OJK 
yang tidak dipublikasi. 
4.2.3. Gagal dan Sukses Pengukuran Efektivitas Pengawasan dan 
Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa 
Keuangan beserta Kasus 
a. Gagal 
Menurut Ratih Nurianasita, Gagal adalah ketika:  
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“Sampai ada tindakan dari OJK dengan likuidasi bank, itu 
artinya bahwa bank sudah tidak mampu menghasilkan 
beberapa keuntungan dan tidak mampu menjalankan 
kegiatan operasionalnya ssuai ketentuan lagi. Dengan 
adanya likuidasi atau penutupan bank ini, maka dinilai 
kinerja OJK dalam mengawasi dan memeiksa perbankan 
syariah telah gagal.”  (wawancara dengan PTU Sub. Bagian 
Pengawasan Bank 2 Ratih Nurianasita) 
 
Berdasarkan wawancars tersebut, gagal dalam mengawasi dan 
memeriksa kinerja keuangan BPRS yang diawasi adalah ketika ada 
tindakan OJK dengan cara melikuidasi atau menutup bank, karena 
dirasa bank tidak dapat menghasilkan suatu keuntungan sesuai dengan 
rencana awal dan bank tidak dapat melaksanakan kegiatan 
operasionalnya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia maupun 
OJK. 
Dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah dilihat 
berdasarkan tingkat kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan bank di 
analisis setiap bulannya atau dengan cara mengikuti tren naik turunnya. 
Parameter yang digunakan OJK dalam melakukan penilaian tingkat 
kesehatan BPRS yaitu mencakup (wawancara denga Staf Sub. Bagian 
Perizinan, Informasi, dan Dokumentasi Fachriadi Fadhillah): 
Permodalan merupakan aspek penilaian terhadap kecukupan 
modal bank untuk mengcover eksposur risiko di masa mendatang. 
Aspek permodalan yang dinilai oleh bank, didasarkan oleh 
Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penilaian 
tersebut didasarkan pada CAR yang telah ditetapkan oleh Bank 
Indonesia (Fitrianto dan Mawardi, 2006:4), Kemudian cakupan 
selanjutnya adalah Aset merupakan kekayaan bank baik berwujud 
maupun tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomis dalam 
kurun waktu tertentu (Putra, 213: 192), lalu selanjutnya Manajemen 
merupakan serangkaiana kegiatan erencanaan agar suatu bank dapat 
memenuhi target yang sudah ditentukan diawal, disusul cakupan 
tingkat kesehatan berupa Laba atau Rugi merupakan tingkatan 
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pengukuran bank yang sehat atau tidak, apabila sehat maka bank 
punya laba dan apabila tidak sehat maka bank sedang meugi, dan 
yang terakhir cakupannya adalah Likuiditas, berkaitan dengan 
kekmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
(Kristian dan Khuzaini, 2014: 5) 
b. Sukses 
Menurut Aida Nursanti, menuju ke sukses dalam pengawasan dan 
pemeriksaan BPRS adalah ketika: 
“Bank mengalami beberapa kendala seperti NPF yang 
tinggi, kemudian diberi pengarahan oleh OJK untuk 
melakukan penyehatan bank, dengan cara di panggil ke 
kantor OJK pimpinan atau dewan direksi BPRS untuk di 
evaluasi terkait beberapa laporan yang sudah dikirim atau 
ditanya seputar kinerja nya lalu diberi beberapa gambaran 
pengarahan agar NPF tidak tinggi.” (wawancara dengan Staf 
Sub. Bagian Pengawasan Bank 2 Aida Nursanti) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut, menurut peneliti pengawasan 
dan pemeriksaan OJK menuju ke suses adalah ketika mengalami 
kendala naik turun NPF yang secara tidak langsung terjadi secara tidak 
konsisten dan OJK mengambil langkah penyehatan bank dengan cara 
bank didatangkan ke Kantor OJK Solo baik itu dewan komisaris 
maupun pimpinan bank untuk di evaluasi terkait permasalahan yang ada 
seperti NPF dan yang lainnya, dan ditanyai tentang visi dan misi 
berdirinya bank tersebut. Setelah di evaluasi, bank akan ditanyai masih 
percaya diri atau tidak dalam mencapai tujuan sesuai visi misi dan bisa 
menyelesaikan masalahnya atau tidak. Jika tidak bisa maka akan 
dilakukan pengarahan dari OJK untuk menurunkan target sesuai RBB 
dan jika mampu aan disarankan untuk bertahan atau menaikkan 
targetnya. Penentuan RBB biasanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi 
nasional pada saat itu. 
Menurut Fachriadi Fadhillah suksesnya pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan dalam hal ini adalah keefektifannya, 
ketika:  
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“BPRS sudah mencai target kinerja sesuai Rencana Bisnis Bank 
yang disampaikan ke OJK di awal tahun.” (wawancara dengan 
Staf Sub. Bagian Perizinan, Informasi, dan Dokumentasi 
Fachriadi Fadhillah tanggal 12 Januari 2018)  
Berdasarkan wawancata di atas, sukses adalah langkah menuju ke sukses 
dan ketika tercapainya target sesuai Rencana Bisnis Bank. Peneliti 
menyimpulkan, sesuai dengan pemaparan diatas dan sesuai dengan data 
agregat CAR dan NPF 8 (delapan)  BPRS serta data FDR sampling 3 (tiga) 
BPRS yang diberikan OJK kepada peneliti, dapat disimpulkan bahwa OJK 
sudah sukses dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja 
keuangannya, buktinya adalah: 
1. Data CAR agregat delapan BPRS dikategorikan aman yaitu pada 
Desember 2015 sebesar 19,23%, pada Desember 2016 17,76%, dan 
pada Desember 2017 sebesar 15,69% , ketiganya masih sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia yaitu CAR minimum 8%. 
CAR adalah rasio kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 
menunjang aktiva yang beresiko atau yang biasa disebut sebagai 
pinjaman. CAR juga merupakan rasio nkecukupan modal dalam 
mendirikan sebuah bank. 
2. Data NPF agregat delapan BPRS dikategorikan tinggi dikarenakan 
pada Desember 2015 sebesar 10,64%, pada Desember 2016 sebesar 
9,48%, dan pada Desember 2017 sebesar 8,63% tidak sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia NPF maksimal untuk kategori sehatnya bank 
adalah 5%. 
Namun, walaupun NPF masih tergolong tinggi, pihak OJK sudah 
melakukan usaha penyehatan bank dengan memberi pengarahan 
kepada BPRS dan hasilnya terlihat NPF dari tahun ke tahun berkurang. 
NPF adalah tolok ukur penilaian resiko pembiayaan berdasarkan rumus 
perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan 
yang sudah disalurkan kepada masyarakat 
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3. Data FDR sampling tiga BPRS dikategorikan fluktuatif (naik turun) 
yang akan membuat BPRS diberi pengarahan oleh OJK nantinya dlam 
penyehatan banknya. Pihak BPRS dipanggil ke OJK untuk dievaluasi 
dan diberi beberapa pengarahan agar kategori FDR nya aman. Berarti 
langkah ini adalah langkah menuju ke sukses.  
FDR adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menjaga likuiditasnya dengan cara mempertahankan kemampuan 
membayar kembali  penarikan dana yanh dilakukan deposan. 
Perbandingan Data Laporan Keuangan BPRS Dana Amanah dengan data 
dari Kantor OJK Solo: 
1. Data CAR BPRS Dana Amanah berdasarkan perhitungan rasio di 
Laporan Keuangan yang disajikan pada Posisi Desember 2015 adalah 
85,2% kemudian mengalami penurunan menjadi 42,3% pada posisi 
Desember 2016 dan pada posisi Desember 2017 CAR mengalami 
kenaikan sedikit sebesar 42,4% hal ini menurut peneliti, BPRS Dana 
Amanah perlu dilakukan evaluasi oleh pihak OJK untuk Penyehatan 
Bank lagi karena kenaikan hanya sedikit dan fluktuatif. Namun, 
penurunan yang besar ini disusul dengan kenaikan sedikit masih 
dikategorikan aman karena ketentuan CAR minimal 8%. Rumus CAR 
adalah Modal dibandingkan dengan ATMR. Komponen ATMR adalah 
Kas, Giro Pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank Lain, Total 
Pembiayaan, serta Aktiva Tetap dan Inventaris. Data agregat delapan 
BPRS dari OJK dibandingkan dengan CAR BPRS Dana Amanah 
tergolong aman di sisi permodalannya dan jauh di atas rata-rata data 
CAR agregatnya yaitu pada Desember 2015 adalah sebesar 19,23%, 
pada Desember 2016 sebesar 17,76%, dan pada Desember 2017 sebesar 
15,69%. 
2. Data FDR BPRS Dana Amanah berdasarkan perhitungan rasio di 
Laporan Keuangan yang disajikan pada Posisi Desember 2015 adalah 
107% kemudian mengalami kenaikan menjadi 136% pada posisi 
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Desember 2016 dan pada posisi Desember 2017 FDR hanya sebesar 
17% dan mengalami penurunan, hal ini menurut peneliti, BPRS Dana 
Amanah perlu dilakukan evaluasi oleh pihak OJK untuk Penyehatan 
Bank. Namun, penurunan ini bukan berarti bank tidak dikategorikan 
sehat, bank ini tergolong sehat akan tetapi fungsi penghimpunan dan 
penyaluran dananya tidak berjalan maksimal. Maksimal FDR yang 
diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Data random 
sampling FDR BPRS A,B, dan C dari OJK dibandingkan dengan data 
FDR BPRS Dana Amanah jauh dibawah dari hasil dengan kata lain di 
posisi perlu adanya penyehatan bank dari OJK. BPRS A pada Desember 
2015 adalah sebesar 96,11%, Desember 2016 sebesar 107,88%, dan 
Desember 2017 sebesar 106,98%. BPRS B pada Desember 2015 adalah 
sebesar 121,14%, Desember 2016 sebesar 134,83%, dan Desember 
2017 sebesar 125,87%. BPRS C pada Desember 2015 adalah sebesar 
142,53%, Desember 2016 sebesar 135,56%, dan Desember 2017 
sebesar 136,00%. 
3. Data NPF berupa jumlah pembiayaan bermasalah di laporan keuangan 
BPRS Dana Amanah tidak dipublikasikan, maka untuk perbandingan 
dengan data agregat NPF delapan BPRS yang di beri OJK kepada 
peneliti.tidak bisa dilakukan pula. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pada uraiain bab IV mengenai gambaran umum, hasil 
penelitian, dan pembahasan penelitian, maka penelitian mengenai Analisis 
Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan 
Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Solo) dapat dimpulkan sebagai berikut: 
1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo hanya melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang mempunyai 
kantor pusat di wilayah Solo. Untuk itu, Kantor Otoitas Jasa Keuangan 
Solo hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan 
perbankan syariah terhadap BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 
saja dikarenakan BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha 
Syariah) tidak ada yang berkantor pusat di Solo. Perkembangan 
perbankan syariah di Solo sudah cukup baik meskipun masih 
ditemukan beberapa kendala. Langkah-langkah dalam mengawasi dan 
memeriksa kinerja keuangan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa 
Keuangan Solo adalah: 
a. Pengawasan secara langsung yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan 
terjun langsung ke bank syariah dalam hal ini BPRS untuk menelitti 
berkas dan file yang ada dan mengawsi jalannya kegiatan 
operasional perbankan apakah sudah sesuai atau belum. 
b. Pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan BPRS mengirim 
laporan bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk diteliiti tren 
kesehatan banknya. 
2. Sistem yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan Perbankan Syariah dalam wilayah kerja 
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Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo yaitu BPRS terbagi menjadi tiga, 
berikut adalah sistem yang digunakan adalah: a) APOLO (Aplikasi 
Pelaporan Online), Aplikasi ini yang bisa mengakses hanyalah pihak 
dari Otoritas Jasa Keuangan dan BPR/BPRS yang diawasi. Aplikasi ini 
digunakan untuk mengupload data BPRS terkait Rencana Bisnis Bank 
dan laporan keuangan lainnya, b) SIP (Sistem Informasi Pengawasan), 
Sistem ini digunakan untuk mengetahui trend perkembangan terkini 
BPR/BPRS yang diawasi. Sistem ini juga digunakan untuk mengambil 
laporan bulanan BPR/BPRS ke Bank Indonesia. Sistem ini hanya bisa 
diakses oleh intern pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan c) SLIK (Sistem 
Layanan Informasi Keuangan), Sistem ini digunakan untuk mengetahui 
catatan pinjaman nasabah ke Lembaga Jasa Keuangan dan berkaitan 
langsung dengan lembaga peembiayaan. Sistem ini merupakan sistem 
pelayan informasi keuangan yang salah satunya informasi debitur. 
Sistem ini digunakan juga untuk meminimalisisr adanya pembiayaan 
bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). 
3. Pengukuran Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja 
Keungan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan 
parameter gagal dan sukses. Gagal apabila bank dilikuidasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan dan Sukses apabila bank sudah mencapai 
Rencana Bisnis Bank yang diawal sudah disampaikan ke pihak Otoritas 
Jasa Keuangan. Namun apabila menuju ke sukses tersebut masih 
diteukan beberapa kendala, maka pihak Ootoritas Jasa Keuagan berhak 
untuk mengevaluasi bank dan memberikan langkah-langkah yang harus 
dilakukan serta beberapa arahan agar bisa melakukan penyehatan bank 
kembali dan langkah ini termasuk dalam kategori sukses dalam 
pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan.  
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5.2. Saran 
 Berdasarkan penelitisn dan bebrapa kesimpulan tersebut, maka 
dalam rangka peningkatan kualitas dari pengawasan dan pemeriksaan atas 
kinerja keuangan perbankan syariah, maka penulis memberikan beberapa 
saran, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Agar pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah terlihat secara 
positif signifikan, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk 
meningkatkan literasi perbankan syariah kepada masyarakat meliputi 
kegiatan sosialisasi perkenalan perbankan syariah dengan produk-
produk yang dimiliki serta keunggulannya, pihak OJK juga perlu 
mengarahkan perbankan syariah supaya dapat menyiapkan sumber 
daya manusia (SDM) yang andal dan mampu menguasai tekhnologi di 
bidang perbankan syariah. 
2. Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan penyempurnaan pengawasan 
dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah, terutama di 
bidang penurunan NPF agar perbankan syariah tergolong sehat dan 
kegiatan yang dapat menunjang kenaikan CAR (permodalan) melalui 
pendekatan kepatuhan aturan dan penilaian tingkat risiko di masa 
mendatang. 
3. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo harus lebih intensif dalam 
melakukan evaluasi terhadap BPRS tidak hanya satu kali dalam 
setahun, apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian laporan 
keuangan, dan pihak OJK harus memberikan arahan yang intensif pula 
serta beberapa langkah yang harus diambil BPRS agar dapat mencapai 
target dan tujuannya sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah 
disampaikan BPRS kepada OJK setiap awal tahun. 
4. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo pada 
lampiran untuk penelitian selanjutnya diberi nama dan gelar pada 
jabatannya agar dapat dilihat kesesuaian Sumber Daya Manusia 
dengan tanggung jawab atas tugas yang diberi sebagai parameter 
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pengukuran efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan 
perbankan syariah. Sumber Daya Manusia yang andal juga 
berpengaruh besar terhadap kesuksesan kegiatan pengaawasan dan 
pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah di OJK.  
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